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Abstrak

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisa peranan Badan Kepegawaian
Daerah (BKD) dalam rekruitmen pegawai negeri sipil. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan
permasalahan dalam rekruitmen pegawai negeri sipil di Kabupaten Sambas yaitu dalam penetapan formasi
pegawai yang ditetapkan pada saat penerimaan Hélum'sesual dengan kebutuhan .ang ada karena dilihat
masih banyaknya jenis pekerjaan yan,glb'Tum terpenuhi dan” maslh terdapatnya pegawai yang diterima
tidak sesuai dengan kebutuhar],-seﬁlngga kondisi ini menimbulkaf kurangnya profesionalisme dalam
menduduki jabatan yang , ad”di Kantor Pemerintah Kabupaten Sambas.*Renelitian ini menggunakan
penelitian jenis deskripti‘f dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan' ‘melalui langkah-langkah
penelitian seperti meﬁgumpulkan memperoleh teori-teori dan peraturan yang dijadikan landasan dalam
penelitian serta,;penelltlan lazangan yang berupa memperoleh data secara langsung. K‘es.lmpulan dalam
penelitian |nJ adalah peranan BKD dalam rekruitmen kurang maksimal karena pegawai tldakkmempunyal
kemampuah dalam penyusunan analisis jabatan, sehingga pada’proses perencanaan yang dilaktkan belum
berdasarkan analisis jabatan. Hal tersebut telah diatur dalam,Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahlm 2002
yangrberartl pengadaan pegawai negeri sipil ‘dilaksanakan atas dasar kebutuhan, ‘baik dalam arti Jumlah
dan/mutu pegawai,dan kompetensi jabatan yang diperlukan. Analisis jabatan sangat penting karena dengan
dilal‘kukannnya analisis jabatan maka akan'diperoleh_calon pegawai negeri sipil yang sesuai dengan bi?ang

keilgwuan/pengetahuan yang akan diisi lowongannya. Selain .itu analisis jabatan s ngat diperlukan dalam
penempatan ‘calon pegawai negeri sipil, karena dengan analisis jabatan akan diperoleh gambaran yangjelas
tentang kebutuhan suatu jabatan dan kemampuan ker]a untuk memenuhi kebutuh n tersebut. f
“.
*ﬂ J “ ,\ q'n L‘;
Kata I<EunC| Peranan, Pegawai Negeri Sipil, B krltw&‘uerki?KD ‘r‘
11 Abéﬁract ‘»'i"

This g§§ay aims to show and analyze the role-of local civil service agency (bkd) in the regruitment of
civil servants,as well as the constraints that exist in the recruitment process. This essay title;based on the
problems raised in the recruitment of Civil servants-in” Sambas.reency. that.is still therg'is no official
received their néeds, so that these conditions give rise to lack of professionalism in the department ranked
in Sambas regency office. This research uses descriptive type of research with a qualitative approach.
research done through such as collecting research, acquire'theories and regulations used as a foundation in
research and field studies purporting to acquire data directly. Conclusion in this’study is, recruitment
planning by the organlzatlon governance before the moratorlum.should-accordmg on position analysis. it
has been in Government Regulatlon No. 11 of 2002 Which means the procurement of civil servants carried
out on the basis of needs, both in terms of quantity and quality of employees and job competency is
required. position analysis is very important because by doing job analysis will be obtained by prospective
civil servants in accordance with the field of science / knowledge that will be filled. other than that job
analysis is needed in the placement of civil servants, because the job analysis will be obtained a clear
picture of the needs of an office and workers' ability to meet those needs.
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A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Kabupaten Sambas selama terpisah
dari Kota Singkawang, sejak tahun 1999 sampai
saat ini telah melakukan pengadaan (rekrutmen)
Pegawai Negeri Sipil sebanyak 9 (sembilan) kali.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten
Sambas di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah. Badan Kepegawaian Daerah
(BKD) Kabupaten Sambas mempunyai tugas
melaksanakan  penyusunan dan  pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang kepegawaian Daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sambas
Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 77 ayat (2), Badan

Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsinya_

yaitu sebagai perumusan kebijakan teknis di b}dané
perencanaan kepegawaian daerah, _-p'érﬁberian
dukungan atas penyelenggaragn—"'E)emerintahan
daerah di bidang kepegawaign<daerah, pembinaan
dan pelaksanaan tugas Qj,bfdang kepegawaian
daerah dan pelaksanaan'tugas lain ,ang-diberikan
oleh Bupati sesuai déngan tugas.da ~fungsinya.

Berdasar‘kéﬁ hasil pre surve pada Praktek .
Pengalaman Kerja (PPK)«penulis pada tahun 2012
dilapangan mengenai.Badan Kepegawaian Daerah
(BKD), diperoleh gambaran at u menemukan '
fenomena;yakni bahwa dalam pengadaan formasi
pegawai yang ditetapkan pada s at penerimaan,
tidak sesu% dengan kebutuhan yang ada karena
dilihat masih banyaknya jenis pekerjaan yang tidak
terpenuhi. Fenomena lainnya yait peranan BKD

(PNS) yaitu Badan Kepegawaian
Kabupaten Sambas dalam melak kan pengadaan
(rekrutmen) pegawai negeri sipil I(PNS)  belum
mengacu pada ahalisis kebutuhan 1pegawai yang

diperlukan oleh p_‘qmerintah daerah..Oleh karena itu

adanya pegawai yang direkruf olen Badan-.

Kepegawaian Daerah, (BKD) ditempatkan tidak
sesuai dengan kualitas]ﬁendidikannya. Sebagai
contoh orang yang berpendidikan Administrasi
Negara ditempatkan di Dinas Pekerjaan Umum.
tersebut dapat terjadi di Des&*Nanga Taman layak

untuk diteliti, inilah yang membuat penulis tertarikmss..

untuk meneliti masalah tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan asumsi diatas,
i)(enulis ingin melihat bagaimana peranan Badan
epegawalan Daerah (BKD) dalam penetapan
jumlah formasi pegawai negeri sipil pada saat
melakukan rekruitmen pegawai di Kabupaten
Sambas. Maka dari itu, penulis merasa
permasalahan ini tertarik untuk diteliti.
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2. Rumusan Permasalahan

Bagaimana peranan Badan Kepegawaian
Daerah (BKD) dalam pengadaan (rekrutmen)
pegawai negeri sipil di Kabupaten Sambas ?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin
menggungkapkan dan menganalisis peranan Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) dalam pengadaan
(rekrutmen) pegawai negeri sipil di Kabupaten
Sambas.

4. Manfaat Penelitian
Manfaat ini adalah
berikut:

1. Manfaat Teoritis

o "W Penelitian ini diharapkan memberikan
kontr‘ltiusi‘ ilmiah bagi perkembangan ilmu
pengetahuan"*—ya_ng berkaitan dengan  ilmu
pemerintahan, dan ?ne.n‘ladi bahan referensi bagi
penelitian berikutnya. s,

2. Manfaat Praktis "

Hasil * penelitian  dihatapkan dapat
menambah pengetahuan pada bidang']‘pgmerintahan,
terutama’” pada praktik yan berhubungﬁn_, dengan
rekruitmen pegawai. Penelitian ini juga diharapkan
dapat memberikan Kontrib i« sebagai sarafatau
pemikiran” bagi pemerintah ..daerah Kabupaten

w===8ambas." dalam  melaksanakan  pengadaan

—f(rekrutmen) pegawai negeri sipil (PNS) deﬁgan

Tlebih < baik sebagai salah satu dasar untuk

. membangun  birokrasi  pemerintahan  jyang

profesional dalam melayani kepentingan publik,

penelitian sebagai

,,»,J |'[- I‘Ser@s menjadi bahan masukan untlk memgeroleh

dalam penga'ﬂaan (rekrutmen) Pegawai Negeri Sipil '
Daerah (BKD): I

ol

"W 1‘peg{£‘Wai yang berkualitas. d
N B ‘
« LB KERANGKA TEORI |
" METODOLOGI f
“ 1. Kerangka Teori y

a. Rekruitmen Pega "ai

DAN

* Rekruitmen —(pengadaan) peg’awai dalam
sebuah organisasi sangatlah Jpenting untuk
mendapatkan pegawai yang sesuai kebutuhan
dalam sebuah organisasi. -eperti yang dikatakan
oleh Rosidah arti rekruitmen(dalam Rosidah,
12003:134).adalah=proses m:ncari menemukan dan
menarik para pelamar untuk menjadi pegawai pada

dan oleh organisasi tertentu.  Selanjutnya
rekruitmen juga dapat didefinisikan sebagai
serangkaian aktivitas mencari dan  memikat

pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan,
keahlian dan pengetahuan yang diperlukan guna
menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam
perencanaan kepegawaian.
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Menurut Handoko, (1996:69), penarikan
(rekruitmen) adalah proses pencarian dan
“pemikatan” para calon pegawai (pelamar) yang
mau melamar sebagai pegawai. Proses ini dimulai
ketika para pelamar dicari dan berakhir bila
lamaran-lamaran (aplikasi) mereka diserahkan.
Hasilnya adalah sekumpulan pencari kerja
darimana karyawan baru diseleksi. Pelaksanan
penarikan biasanya merupakan tanggungjawab
departemen / bagian personalia, meskipun kadang-
kadang digunakan para spesialis proses penarikan
yang disebut recruitters. Selain itu, pengadaan
pegawai atau rekruitmen pegawai adalah kegiatan
yang diarahkan bagaimana mendapatkan jumlah
dan jenis pegawai yang tepat yang diperlukan oleh
suatu instansi agar dapat mencapai tujuan efektif
dan efisien.

Menurut Simamora (2001:212), pengadaan
(rekrutmen) adalah serangkaian aktlwta,smtancarl
dan memikat pelamar kerja dengan-*motlvam
kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang
diperlukan guna menutup1 Kekurangan yang
diidentifikasi dalam peréncanaan kepegawaian.
Aktivitas rekrutmen#dimulai pada aat calon mulai
dicari dan bg:rakhlr ketika famaran mereka
diserahkan. Meélalui rekrutmen, i dividu-individu'’,
yang memiliki keahlian=kedhlian yang dlbutuhkan
dldorongmembuat lamaran untuk lowongan- *,
lowongan pekerjaan.yang tersedia di perusahaan

Berdasarkan pengertian diatas} rekruitmen
dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mencari
dan menemukan pegawai yang memiliki
kompetensiy yang diperlukan dalam sebuahr;}
organisasi pémerintah untuk mencapai suatu tujuan '\1 o A1
secara efektif dan efesien. Sehingga dapat J l 1
disimpulkan t%l;wa pentingnya pemerintah daerah ey 5
Kabupaten imbas untuk  melaksanakan ]
rekruitmen pegé\(vai dalam memenuhi kebutuhan e
pegawai pada Satuan Kerja Pe angkat Daerah
(SKPD) dan Iembaqa pemerintah daerah lainnya di-.
Kabupaten Sambas. Hasil rekrutmen adalah -
sekumpulan pelamar Kerja yang kan diseleksi

untuk menjadi karyawan baru. Proses rekrutmeh
juga berinteraksi dengan aktivitas-:ktivitas sumber
daya manusia lainnya, terutamaewvaluasi_kinerja,
kompensasi, pelatihan dan pengembangan, dan ===
hubungan karyawan. Dalam Hasibuan (2008:28)
menyatakan  bahwa  pengadaan  (rekrutmen)
merupakan proses penarikan, seleksi, penempatan,
orientasi, dan induksi untuk mendapatkan
karyawan yang efektif dan efisien membantu
tercapainya tujuan perusahaan.

Kemudian dalam Thoha (2008:27) sebelum
melakukan rekrutmen pegawai didahului proses
formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Formasi PNS

I
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diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
1976 telah ditentukan Pokok-pokok Penyusunan
Formasi Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi
satuan organisasi pemerintah. Yang dimaksud
formasi adalah jumlah dan susunan pangkat
Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh satuan
organisasi Negara untuk mampu melaksanakan
tugas pokok untuk jangka waktu tertentu yang
ditetapkan oleh menteri yang bertanggungjawab
dalam bidang penertiban dan penyempurnaan
aparatur Negara. Tujuan penetapan formasi adalah
agar satuan- satuan organisasi Negara yang
dimaksud diatas dapat mempunyai jumlah dan
mutu pegawai yang cukup sesuai dengan beban
kerja yang dipikul pada satuan- satuan organisasi
itu.

Menurut Rosidah (2003:134), arti penting
akt|V|ta$~l;ekrutmen semakin besar dewasa ini
karena beberdpa. sebab antara lain:

a. Mayoritas organlsa5| baik swasta maupun

. publik berasumsi bahwa akan mengalami

kekurangan pegawai yang memiliki
keahlian-keahlian yang dlbutuhkan untuk
pegawai-pegawai mo ern.
Perampingan  organisasi  dan™, langkah-
Jangkah  penghematan biaya "--.,‘ yang
dilancarkan dalam tahun-tahun terakhir'telah
menyebabkan anggaran semakin kecil
dibandingkan sebelu nya.

)

Menurut  Rosidah (2003.136) ubaya
|'nendapatkan pegawai yang baik dan memiliki
komitmen yang tinggi memerlukan rancangan:
br fam yang pengadaan yang baik. Dasar -dasar
pe adaan (rekrutmen) yang baik menoékup
faktor-faktor sebagai berikut:

Program rekrutmen memikat :banyak

pelamar yang memenuhi syarat;

2. Program  rekrutien  tidak  pernah
mengkompromikan standar seleksi;
.~3. " Berlangsung*.  atas dasar yang
berkesinambungan; dan
4. .rogram.rekrutmen itu kreatlf imigatif dan
inovatif.
Menurut  Simamora (2001;215) Didalam

pengadaan (rekrutmen)=adanya kendala- kendala

- ~ya|tusebaga'| berikut:

Karakteristik organisasional

Citra Organisasi

Kebijakan organisasional

Kebijakan Promosi dari Dalam
Kebijakan Kompensasi

Kebijakan Status Kepegawaian
Kebijakan Pengangkatan
Internasional

Noghs whE
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8. Rencana-rencana  Strategik  dan
rencana-rencana sumber daya
manusia

Menurut  Handoko (2001:69), penarikan
(rekrutmen) adalah  proses pencarian  dan

“pemikatan” para calon karyawan (pelamar) yang
mau melamar sebagai karyawan. Proses ini dimulai
ketika para pelamar dicari dan berakhir bila
lamaran-lamaran (aplikasi) mereka diserahkan.
Hasilnya adalah sekumpulan pencari kerja dari

mana Kkaryawan baru diseleksi. Pelaksanaan
penarikan biasanya merupakan tanggungjawab
departemen atau bagian personalia, meskipun
kadang-kadang digunakan para spesialis proses
penarikan yang disebut recruitters. Selain itu,

pengadaan pegawai atau rekrutmen pegawai adalah

kegiatan yang diarahkan bagaima “a mendapatkan_,

jumlah dan jenis pegawai ya g tepat ya.ng"' '
diperlukan oleh suatu instansi agar dapat«mencapal
tujuan efektif dan efisien. o

»

-~

2. Metode Penelitian
a. Jenis penelitian

Penelitian ipi adalah penelitian kualitatif,
dengan menggunakan metode: deskriptif. Adapun,
makna meppde deskriptifadalah “metode penelitian
yang meliputi  pengumpulan  data dengan

mendeskl‘qipsikan semua yang dilihat,didengar, ‘dan

dirasakan menyangkut keadaan pada saat penelitian
“(SuglyOIPo 2010:230).

b. Subj k dan'Objek Penelitia

Untuk memperoleh informasi yang jelas,
peneliti akap menetapkan subjek penelitian.
Subjek penelitian ini adalah inf rman-informan.
Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk -
m{eamberlk n infarmasi tﬁntan%‘ltulam dan Ondli

penell tlan Ja I'1a harus ‘mempunyai banya

pengalaman tentang latar _ penelitian. la
berkewajiban seca{_a sukarela menjadi anggota tim

penelitian walaupl!m hanya bersifat~ informal
(Moleong  2011: 132) Penelitian’ _ini.--penulis
menentukan subjeky  penelitian dengan

menggunakan tehnik purposwe sampling yaitu
tehnik untuk  menentukan informan

J|'
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Objek dalam penelitian ini adalah masalah yang
akan diteliti yaitu Peranan Pemerintah Daerah
dalam Rekrutmen pegawai (studi terhadap peranan
Badan Kepegawaian Daerah) di  Kabupaten
Sambas.

c.  Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif (Bogdan dan Biklen,
1982) dalam Maleong (2010: 248) adalah upaya
yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,
mengorganisasikan  data, memilah-milahnya
menjadi satuan yang dapat dikelola,
mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola,
menemukan apa yang penting dan apa Yyang
dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat
diceritakan kepada orang lain.

Langkah- langkah yang dilakukan dalam
- anal15|s ini mengacu pada  pandangan Miles dan
Huberfihan (1984) dalam  Sugiyono (2011:246)
dengan prosetur.. sebagal berikut : a) Reduksi data
dalam (Miles dan Huberman 1992:16) dapat
dipahami sebagai ke _proses pemilihan,
penyederhanaan, pengabstra n, dan transformasi
datakasar yang' diperoleh dari caiatan catatan di
lapangan. Reduksi data merupakan *suatu analisis
dengan » 'menggolongkan, mengklasiflka3|kan
mengarahkan, membuang “ yang tidak perly dan
mengorganlsa5|kan data sedemikan rupa seﬁ‘lngga

keS|mpuIan dapat diperoleh dan_ diverifikasi; b)

penyajlan data dimaksudkan sebagai bagian ,darl
_Reglatan analisis data yang berusaha menyusun
; g?ta atau informasi baik dalam bentuk teks naratif,
' atrik, tabel maupun bagan. Dengan penjajlan
data yang tepat diharapkan dapat diperoleh
l ﬁ&ihaman informasi yang lengkap dengan jelas
1 gga memungkinkan  dapat menﬂ)eroleh
k pulan secara akurat, ¢) Penarikan kesumpulan
© merupakan salah satu bagian kegiatan analisis yang
ﬂ penting. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari
reduksi data dan penyajian data. Pada tahap ini
diperlukan kemampuan intelektual peneliti untuk
berpikir kritis sehingga dapat menarik kesimpulan
secara tepat dan kesimpula yang, (diperoleh dapat
diverifikasi Kembali sehingga dlperoleh kesimpulan
yang akurat dan obyektif.

-PENELITIAN

S C. HASIL __ . DAN
berdasarkan tujuan atau keperluan yang ditetapkansss=pEMBAHASAN
peneliti sendiri. Adapun yang menjadi subjek
dalam penelitian ini adalah: _ 1. Peranan Badan Kepegawaian Daerah
a.  Kepala Badan Kepegawaian Daerah, (BKD) dalam pengadaan (Rekrutmen)
b. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil
c. Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Mutasi
d. Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana Menurut  Rosidah  (2003:136),  upaya
e. Kepala Sub Bagian Teknis Organisasi mendapatkan pegawai yang baik dan memiliki
Tata Laksana komitmen yang tinggi memerlukan rancangan
program yang pengadaan yang baik. Dasar-dasar
Sri Noviana Page 276
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pengadaan (rekrutmen) yang baik mencakup
faktor-faktor sebagai berikut:

1. Program rekrutmen memikat banyak pelamar
yang memenuhi syarat;

2. Program rekrutmen tidak pernah
mengkompromikan standar seleksi;
3. Berlangsung atas dasar yang

berkesinambungan; dan
4. Program rekrutmen itu kreatif, imigatif dan
inovatif .

Proses pelaksanaan rekruitmen yang telah
dilakukan badan kepegawaian daerah Kabupaten
Sambas memuat keempat indikator tersebut diatas.
Rekruitmen yang telah dilakukan  Badan
Kepegawaian Daerah memikat banyak pelamar
yang memenuhi syarat yang telah diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 11 lahun 2002 dan,
dalam pedoman pelaksanaan pengadaan Calor}-
pegawai negeri sipil. Kemudian st ndar seleksmya
juga telah diatur dalam peraturap# tersebut. Oleh
karena itu semua proses rekrlitmen yang stelah
dilakukan Badan Kepegawa‘i’an Da:rah telah sesuai
atau memuat |nd|kathl — indikator menurut teori
Rosidah. Proses rekrwtmen yang: berlangsung atas
dasar yang be{j<esmambungan telah digambarkan
pada gambar® tersebut diatas, dan dijelaskan
sebagai benkut setelahw.adanya usulan formasi
yang telgh direncanakan Badan' Kepegawalan
Daerah (BKD) yang kemudian dikoordinasikan
kepada Organisasi Tata Laksana dan diusulkan ke

Menpan, ‘kemudian_ BKD khususnya pada bidang
pengadaan. dan mutasi melanjutkan usulan
tambahan

formasi tersebut sesuai dengan kebutuhan guru,
tenaga kesehatan, dan tenaga teknis yang ‘\}
diprioritaskan- untuk jabatan Fungsienal tertentu. &‘

Setelah |fu BKD mengusul an kembali ke
Menpan berdﬁsarkan Perset .juan _ Prinsip
Tambahan Formasi CPNS Daerat. Seperti yang
dikatakan oleh Ka§|{bbid pengadaam dan mutasi ;
Kita tidak boleh keltar dari standar atau-apa yang
telah ditetapkan Menpan, dalamPersetujuan
Prinsip  Tambahan Rormasi CPNS! Daerah
mengenai jumlah dan kuota formasi untuk mengisi
kebutuhan yang telah diatur, " _ seperti tenaga

guru,kesehatan dan tenaga teknis”. -

e

Proses selanjutnya Menpan mengeluarkan
persetujuan Rincian Tambahan alokasi formasi
CPNS yang memuat rincian tambahan formasi
CPNS sesuai dengan nama jabatan, kualifikasi
pendidikan, golongan ruang, alokasi, dan
penempatannya. Setelah proses tersebut Bupati
Sambas mengeluarkan Surat Keputusan tentang
rincian tambahan formasi CPNS yang harus
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berdasarkan  keputusan ~ Menpan  tersebut.
Menindaklanjuti Surat Keputusan tersebut BKD
melakukan ~ proses  Pengumuman  tentang

penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
yang berisi tentang pemberitahuan kepada Warga
Negara Indonesia yang berminat menjadi Calon
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sambas dengan ketentuan dan proses
seleksi yang ada.

Selain itu pengumuman berisi tentang
lowongan formasi, kualifikasi pendidikan, alokasi
serta  penempatannya.  Proses  selanjutnya
pembuatan SK Bupati tentang pembentukan panitia
pengadaan calon pegawai negeri sipil (CPNS)
daerah. Setelah BKD melakukan proses seleksi,
maka akan keluar SK Bupati tentang hasil seleksi

" “pengadaan CPNS tersebut. Proses selanjutnya BKD

memBuat‘s,urat usulan permintaan Nomor Identitas
Pegawai (NI'P)-Negerl Sipil yang ditujukan kepada
Kepala Kantor Regiqgal V BKN dan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.

Proses terakhir _setel:h Keluarnya Nomor
Indentitas. Pegawai ;(NIP) pada Calon Pegawai
Negeri gdalah keluarnya: Surat Keputﬁsgn Bupati
Sambas tentang pengangkatan sebagais, Calon
Pegawal Sipil. Didalam K. tersebut ter'l'amplr
nama-nama yang telah lulus beserta NIP, tempat

====tanggal 1ahir, jenis kelamin, status perkawinan,

gpendidikan golongan ruang, masa Kkerja, ’gajl
= pokok, tanggal terhitung ulai tugas,dan satuan \
: organisasi/unit kerja yang ditempatiz* f’

[ qSeIaln itu SK juga berisi tentang pengangkatan
ka yang telah lulus menjadi CPNS, dalam
l " masa percobaan sesuai dengan golongan rqang dan
~akan diberikan gaji pokok  setiap bulansebesar
*y tersebut sesuai dengan gol ngan yang ada dalam
* lampiran -SK; terhitung mulai tanggal Jyang telah
ditetapkan dalam lampiran tersebut, serta ditambah
dengan-penghasilan lain yang sah berdasarkan
peraturan perundang-undangan yangsberlaku.

Dari uraian diatas telah dijelaskan proses
rekruitmen yang dilaksanakan/olen BKD sudah
mengacu atau sudah_.sestiai dengan Peraturan
_Pemerintah—Noffior 11 Tahun 2002 tentang
pengadaan pegawai negeri sipil. Dari uraian di atas
telah dijelaskan secara singkat tentang proses
rekruitmen pegawai negeri sipil yang dilakukan
oleh Badan Kepegawaian Daerah. Dimana dimulai
dengan  proses  perencanaan, pengumuman,
pelamaran,penyaringan, dan pengangkatan yang
akan dijabarkan lebih lanjut secara rinci oleh
peneliti seperti dibawah ini:
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a. Perencanaan
Proses pengadaan pegawai berdasarkan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 dilakukan
mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran,
penyaringan,pengangkatan Calon Pegawai Negeri
Sipil sampai dengan pengangkatan menjadi
Pegawai Negeri Sipil. Bagi sebuah organisasi
sebelum melaksanakan pengadaan pegawai salah
satu kegiatan yang penting yaitu perencanaan
kepegawaian.  Perencanaan  kepegawaian itu
mencakup jenis dan jumlah orang yang tepat pada
tempat dan waktu yang tepat, melakukan jenis
pekerjaan yang tepat sehingga mendatangkan
keuntungan yang maksimum baik bagi individu
maupun organisasi untuk waktu yang akan datang
(Moekijat,1991:9). -
Menurut  penulis  perencanaan dafﬁ'nﬁ
pelaksanaan rekruitmen pegawai adal,ﬁbagalmana
suatu organisasi merencanakan Igemtuhan pegawai
negeri sipil yang akan direkrut, sesuai dengan
kebutuhan tiap-tiap Satua}n‘l‘(erja Perangkat Daerah
(SKPD) dan organisasi’ pemerintah secara efektif
dan efisien untuk sencapai suaty tujuan tertentu.
Perencanaandilaksanakan - untu mendapafkan
pegawai yangberkompetensi-dalam melaksanakan.
tugasnya. Palam tahap ini.yang ingin direncanakan
yaitu proges penyusunan.tambahan formasi yang
akan dilaksanakan.. Organisasi Tata Laksana
(ORTAL), mengenai  jumlah an  kebutuhan
pegawai nggerl sipil-yang diperlukan dari masing- !
masing Sasuan Kerja Perangkat aerah (SKPD). !
Adanya pegawai yang kurang pada masing- masing
SKPD dise abkan oleh adanya pegawai- pegawaif
yang telah memasuki usia pensiun, dan adanya
pegawai yang' diberhentikan karena melanggar
aturan disiplin.'gd f
% i
Upaya vyang akan  dilakukan  dalam v
menanggapi hal fgrsebut adalah perlu diadakannya
suatu perencanaany untuk mengisi kekosongan -
jabatan atau formasiytersebut, sehingga~pengisian
suatu formasi atau jabatan harus disesuaikan
dengan pendidikan pegawai dengan bidang yang
akan ditempatinya.

o
-

Berdasarkan wawancara pendiis-déngan-f(abih —

pengadaan dan Mutasi, rekruitmen
dilakukan oleh 2 (dua) instansi yang saling
bekerjasama. Dalam proses perencanaan dilakukan
oleh Organisasi Tata Laksana (ORTAL) dan proses
pelaksanaan  rekruitmen  selanjutnya  baru
dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Sambas yaitu bagian pengadaan dan
mutasi. BKD hanya melakukan proses pelaksanaan
dari rekruitmen tersebut, sedangkan bagian

pegawai
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Organisasi Tata Laksana ( ORTAL) Sekretariat
Daerah Kabupaten Sambas yang mempunyai tugas
untuk  menyusun atau melakukan  proses
perencanaan rekruitmen pegawai negeri sipil.

Penjelasan secara singkat tentang proses
pelaksanaan rekruitmen mulai dari  proses
pengumuman, pelamaran,  penyaringan sampai
pada pengangkatan menjadi CPNS. Seperti yang
dikatakan Kabid pengadaan dan mutasi ;
“Perencanaan bukan bagian tugas dari BKD
melainkan tugas dari Organisasi Tata Laksana
(ORTAL) Sekretariat Kabupaten Sambas, setelah
ORTAL merencanakan formasi pegawai, kemudian
proses pelaksanaan dari rekruitmen tersebut baru
dilaksanakan oleh BKD yaitu bagian Pengadaan
dan Mutasi “.

-_,.P

I{emucpan wawancara kedua yang dilakukan
penulis dengém—kepala bagian Organisasi Tata
Laksana (ORTAL)" “yaitu tentang perencanaan
pegavai. Kepala Bagiar™m. njelaskan dimana titik
pembagian tugas antara Badan Kepegawaian
Daerah (BKD) dan-Org nisasi Tata Laksana
(ORTAL)_dalam hal rekruitmen pegawai negeri
sipil. Instansi ORTAL ha ya melakukah yproses
perencanaan  kebutuhan “kemudian pengusulan
forma3| ke Menpan dan BKN;sedangkan tugas
BKD setelah menerima usulan.formasi Kabupaten

w——yang telah dibuat ORTAL dan telah disetujui
gMenpan
¥ rekruitmen mulai dari pengumuman,penerimaan

melaksanakan  serangkaian prbses
sampai dengan proses pendiklatan Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS). t

‘{(asubbag teknis  penyusunan {Jormasi

egzatakan : “Dasar perencanaan kebutuhan

pégawai dulunya sebelum diterapkan anallsls beban
kerja adalah berdasarkan usulan formasi tiap-tiap
SKPD, misalnya kantor caiat Kabupaten Sambas
mengusulkan 5 orang pegawai tanpa dldukung oleh
dokumen-pendukung yaltu analisis beban kerja atau
analisi jabatan?. = s

Kemudian wawancara yang dilakukan oleh
peneliti dengan Kasubbid bagian pengadaan dan
mutasi dan beliau menyatakan ; Dasar perencanaan
kebutuhan—pegaWai berdasarkan usulan tiap-tiap
SKPD.” Dari kedua wawancara tersebut teknik
keabsahan datanya sudah pasti bahwa perencanaan
pengadaan pegawai yang telah dilakukan tidak
berdasarkan analisis jabatan atau analisis beban
kerja dan hanya berdasarkan usulan tiap-tiap
Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Menurut teori yang dinyatakan oleh Widjaya
(1995:31) perencanaan tenaga pegawai dimulai
dengan adanya proses analisis jabatan, perekrutan

Page 278


https://jurmafis.untan.ac.id/

tenaga, seleksi pegawai, penentuan jenjang Kkarier/
kepangkatan dilakukan dalam tahap secara
berurutan.  Analisis jabatan (job analysis)
merupakan suatu proses untuk membuat uraian
pekerjaan sedemikian rupa, sehingga dari uraian
tersebut dapat diperoleh  keterangan  yang
diperlukan untuk dapat menilai jabatan ini guna
peningkatan mutu. Dengan analisis jabatan dapat
diketahui adanya jumlah pegawai (kekurangan),

tenaga berkualifikasi (tidak memadai), dan
distribusi pegawai (tidak merata).
Pada kenyataannya dilapangan ,Organisasi

Tata Laksana (ORTAL) melakukan perencanaan
pengadaan (rekruitmen) pegawai negeri sipil belum
berdasarkan analisis jabatan (Anjab). Hal inilah
yang dapat mempengaruhi proses penempatan

pegawai negeri sipil itu sendiri. Demgan melakukan _

analisis jabatan setidaknya dapat mempenoieﬁ
informasi tentang segala sesuatu yangxterkaltan
dengan suatu jabatan sehingga dg_pat menjadi dasar
yang kuat bagi pengambilan Jképutusan-keputusan
yang berkaitan dengan sumldér daya manusia dalam
organisasi pemerlntah o
Dalam . ai1 perencanaa
(rekruitmen) gawai atau perencanaan sumber ',
daya manusia, anaI|S|s jabatan merupakan landasan
untuk meramalkan Kkebutuhan sumber -daya

pengadaan

manusia fdan untuk._membuat rencana kegiatan- °

kegiatan seperti pelatihan, mutasi, atau promosi.
Analisis jabatan baru diterapkan ORTAL di tahun
2012 karena adanya Moratorium di tahun 2011,
sehingga ‘Jelas "pada tahun 2010 perencanaan

pelaksanaany rekruitmen berdasarkan usulan tiap:g
tiap SKPD ‘pukan berdasarkan analisis jabatan.’;
sementar%

Moratorium §merupakan penundaan
penerimaan cd&on pegawai negeri sipil bagi selurun =
Kabupaten/Kota Kendala — kendala yang ada pada
tahap perencan,aan ini mencasup kurangnya
pegawai yang wmempunyai  keahlian  dalam
membuat suatu anél@sis jabatan. Dalam penyusunan
analisis jabatan dipeflukan keahliafy seorang -
pegawai dalam menyusun analisis beban.kerja
untuk kebutuhan pegawai yang: berdasarkan
perhitungan formasi yang'ada pada masing- masing
Satuan Kerja Perangkat Daefah_yang terkalt
b. Pengumuman —
Menurut pedoman pelaksanaan pengadaan
CPNS, pengumuman penerimaan calon pegawai
negeri sipil (CPNS) paling kurang memuat
persyaratan pelamar, jumlah lowongan jabatan,
kualifikasi pendidikan, waktu, alamat lamaran
ditujukan kepada PPK instansi yang bersangkutan.
Menurut penulis proses pengumuman yaitu suatu
proses memberikan informasi kepada semua
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pelamar tentang adanya pembukaan pegawai negeri
sipil atau adanya informasi pembukaan untuk
penerimaan calon pegawai negeri sipil sesuai
dengan formasi yang dibutunkan Pemerintah
Daerah.

Di dalam pengumuman juga dicantumkan
formasi-formasi apa saja yang diperlukan
pemerintah daerah dalam mencari pegawai negeri
sipil yang berkompetensi seperti formasi guru
diperlukan sebanyak 90 orang dengan spesifikasi
untuk guru Sekolah Dasar (SD) sebanyak 30 orang,
sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 25
orang, dan sekolah menengah atas (SMA) sebanyak
35 orang.

Selain itu untuk tenaga kesehatan sebanyak 66
orang, dengan spesifikasi seperti tenaga bidan,
perawat, dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Dan

"~ _rwm yang t terakhir tenaga teknis sebanyak 55 orang.

)
J

Denganka@anya informasi — informasi tentang
pembukaan pegawal negeri sipil tersebut melalui
pengumuman, dlhaFapakan masyarakat  atau

pelamar dapat mengetah‘mdan segera melamar
sesuai dengan formasi yang dlbutuhkan oleh
Pemerintah Daerah. -

Dalam pengumuman harus memuat Syarat-
syarat yang harus dipenuhit oleh setlap pelamar
antara Jain;

1. U5|a paling rendah 18".(delapan belas) ‘tahun
dan paling tinggi 35 (tiga-puluh lima) tahun
‘atau’40 (empat puluh) tahun bagi yang bekerja

~— pada instansi atau lembaga .swasta yang

¥ Dberbadan hukum yang menunjang kepentingan
' | nasional paling kurang. 5 (lima)“tahun yang

: bersangkutan.

| 2. \gSyarat usia pelamar : . i

41

\)

1P

‘1 Paling rendah 18 (delapan belas),. tahun
paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada

P saat pelamaran;

b. Lebih dari 35 (tiga puluh lima) gahun dan
paling-tinggi 40 (empat puluh) tahun pada
saat pelamaran, bagi yang b_e'kerja pada
instansi atau lembaga swasta yang berbadan
hukum yang-menunjang kepentingan
Nasiopal paling kura g 5 (hma) tahun yang
bersangkutan.

Usia pelamar dltentukan,:berdasarkan tanggal
kelahiran yang tercantim pada Surat Tanda
JTamat-Belajar/ljazah yang digunakan sebagai
dasar untuk pelamaran.

Dari ketiga syarat yang tercantum dalam
pedoman pelaksanaan rekruitmen yang harus
dipenuhi oleh pelamar, sering ditemukan kesalahan
pelamar pada syarat ketiga, yaitu usia pelamar yang
tercantum pada akta kelahiran tidak sesuai dengan
Surat Tanda Tamat Belajar/ ljazah yang digunakan
sebagai dasar untuk pelamaran. Berdasarkan hasil
wawancara dengan kasubbid pengadaan dan
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mutasi, sering terjadi kesalahan yang dibuat
pelamar ~ sehingga  memperlambat  proses
pendaftaran. Jika nama, tempat dan tanggal lahir
pelamar pada Akta Kelahiran dan ljazah tidak
sesuai atau bermasalah maka panitia pelaksana

tidak akan menerima berkas pendaftarannya,
kerana hal tersebut akan mempersulit panitia dalam
memeriksa berkas administrasi dan tidak sesuai
dengan pedoman pelaksanaan. Bagi pelamar yang
bermasalah akan segera dikembalikan berkasnya
dan jika ingin mendaftar harus memenuhi syarat-
syarat yang ada pada pengumuman terlebih dahulu.

c. Pelamaran

Dalam tahap ini merupakan tahap ketiga dari
proses pelaksanan rekruitmen, menurut penulis
pelamaran adalah pembuatan suatu permohonan .
dari pelamar untuk melakukan suatu pekerjaan
Pelamar yang ingin melamar membelat surat
lamaran yang berisi suatu permohﬂhan atas suatu
pekerjaan yang diinginkan. Pengajuan lamaran
merupakan bagian dari pelakéanaarh seleksi‘yang -*
terdiri dari;

1. Setiap Iamaran**harus ditulis tangan dengan
tinta hitam dan ditandatangani sendiri oleh
pelamar Jditujukan kepada PPK, disertai
dengaa
a. Foto copy sah uazah yang sesuai dengan

kualifikasi pendidikan yang dibutuhkary,

_—

e dilengkapi
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7. Khusus bagi lulusan terbaik dengan predikat
paling kurang Cumlaude dari perguruan tinggi
negeri atau swasta yang terakreditasi dengan
peringkat A, untuk mendapat perhatian khusus
dalam penerimaan CPNS.

8. Pemeriksaan kelengkapan berkas lamaran
dilakukan  sesuai dengan syarat yang
ditentukan.

9. Pemilihan berkas lamaran yang memenuhi
syarat dan yang tidak memenuhi syarat serta
berkas yang belum lengkap diberi tanda/kode
yang berbeda.

10. Berkas lamaran yang tidak memenuhi syarat
dikembalikan kepada yang bersangkutan
dengan memberikan alasan pengembaliannya;

11. Berkas lamaran yang tidak lengkap,
diberitahukan kepada yang bersangkutan untuk

dengan batas waktu sebelum

pelaksanaan ujian.

12. Lamararr‘yang memenuhi syarat admnistrasi
disusun dalam” satu daftar nominatif sebagai
bahan pengendalian’ admlnlstra5| dan
pemberian tanda peserta Ujl,an

d. Penyarmgan o

"

Menurut penulis penyaringan adalah, suatu
proses penyeleksian yang dilakukan pihak be.nltla
dengan memberikan lembar pertanyaan yang harus

wliisi oleh pelamar yang kemudian akan dinilai oleh

b. s Photo ukuran 3x4 m sebanyak 2 ——pihak panitia untuk menentukan pelamar yang
dua) lembar ; ¥ berhak menjadi pegawai negeri sipil: i
C. gi yang usianya lebih dari 35 tahun . | Ujian penyaringan bagi -pelamar jyang

sampai dengan 40 tahun dan mempunyal
maSa pengabdian pada instansi

memenuhi syarat dilaksanakan oleh suatu panitia

J |[ lyala,g-dlbentuk oleh Pejabat Pembina Kepega)rNalan

pemerintah/  lembaga  swasta yang t ' Tugas panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat
berbadan hukum sesuai dengan PP Nomor% l * (1)adalah : J
11 taahun 2002, harus meJampirkan foto ~ ¥ af*"K/Ienylapkan bahan ujia ; ,
copy ql sah surat  keputusan/bukti *g b.  Menentukan pedoman pemeriksaan dan

pengangkatan pertama dan terakhir.
2. Dalam lamaran harus meny hutkan: jabatan

yang akan dilémar :
sesuai

3. Penerimaan Iamaran dilaksanakan
jadwal yang dltenl'qkan dalam pengumuman;
4. Untuk memudahkan pelayanan dan

menghindari |nterakS| langsun. antara pelamar
CPNS dengan tim seleksrmaka,_lamaran dapat
disampaikan melalui jasa pos. —

5. Untuk memudahkan penerimaan lamaran,
tempat penerimaan lamaran diatur sesuai jenis
tenaga dan jenjang pendidikan yang dilamar.

6. Setiap instansi Pusat dan Daerah wajib
mengakomodasi pelamar penyandang cacat
sesuai dengan tingkat dan jenis kecacatannya
serta jabatan atau tugas yang akan
didudukinya.
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penilaian ujian; f
¢. Menentukan tempat dan jadwal ujiah;
. _Menyelenggarakan ujia ; ¢

6. Memeriksa dan-menent kan ha9|I ujian;
Berdasarkan hasil wawancara penulls dengan

kabid pengadaan dan mutasi; sering terhambatnya

proses pelaksanaan penyaringan dalam menentukan

tempat dan jadwal ujian..Hal ini dikarenakan tidak

terdapatnya~tempat atau gedung yang bisa menjadi

tempat pelaksaan ujian atau tes. Tempat yang
digunakan biasanya adalah sekolah-sekolah yang
ada pada kecamatan setempat. Gedung sekolah
yang akan digunakan harus disesuaikan dengan
jadwal sekolah, seperti hari —hari yang tidak
digunakan untuk belajar misalnya pada hari
minggu. Pelaksanaan ujian atau tes tersebut tidak
bisa dilaksanakan secepat mungkin karena harus
disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan, kerena
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tidak terdapatnya tempat khusus bagi pelaksanaan
ujian atau tes.

e. Pengangkatan

Proses terakhir dalam rekruitmen pegawai
adalah pengangkatan. Menurut penulis
pengangkatan adalah tahap dimana seorang
pelamar telah melalui beberapa tahap mulai dari
tahap pengumuman, pelamaran dan tahap
penyaringan dan dinyatakan lulus  setelah
mengikuti ujian serta dinyatakan  sebagai calon
pegawai  negeri  sipil  (CPNS).  Didalam
pengangkatan terdapat tujuh tahap yang harus
dilalui oleh peserta yang lulus. Tahap pertama
dalam pengangkatan adalah pemanggilan bagi
pelamar yang telah dinyatakan lulus.

Menurut sumber dalam pedo -an pelaksanaan

pengadaan  calon  pegawai negeﬁ sipil,
pemberitahuan pelamar umum y&hg dinyatakan
lulus ujian dan diterima, disampaikan secara
tertulis melalui surat tercatat ‘paling lambat's (lima)
hari kerja setelah tamggal pengumuman. Dalam
pemberitahuan tersebut agar dicantumkan bahan
kelengkapan yqng harus dipenuhi sebagai syarat
pengangkatan#CPNS dan jadwal kehadiran yang
bersangkutan pada hari, tanggal, w :ktu, dan tempat
yang ditefitukan. Kemudian batas waktu diberikan
kepada GPNS untuk melengkapi
pelamar umum yang dinyatakan lulus dan diterima,
paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal
pengirimaﬂé’ surat tercatat.

D. PENULSUP
L Kesimp‘ylan

Ha5|| ypenelitian berkenaa = dengan proses
rekruitmen ada?lah Badan Kepegawaian Daerah
(BKD) telah memalankan peranannya dalam hal
rekruitmen pegawai tetapi masih belum maksimal
dan belum menga(':'l{ pada Peraturam Pemerintah
Nomor 11 Tahun, 2002. Belum —maksimal
dikarenakan masih kt’}gangnya pelatihan bagi
pegawai dalam penyustipan a alisisijabatan,
sehingga dalam tahap perencanaan pengadaan
pegawai yang dilakukan oléh Badan Kepegawaian
Daerah (BKD) bekerjasama dengan Ofganisasi
Tata Laksana (ORTAL) masih dinilai belum efektif
karena tidak berdasarkan analisis jabatan.

Dalam proses rekruitmen lainnya yaitu
pengumuman, pelamaran, penyaringan, dan
pengangkatan yang dilakukan BKD Kabupaten
Sambas sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2002 dan telah berpedoman pada
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman
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Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri

Sipil.
2. Saran

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan  masukan  berupa saran  dan
pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten

Sambas, khususnya Badan Kepegawaian Daerah
(BKD) dan Organisasi Tata Laksana (ORTAL).
Adapun saran- saran yang diberikan adalah :

1. Pemerintah  Kabupaten = Sambas  dalam
perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS)
untuk tahun 2013 terutama pada perencanaan
rekruitmen yang dilakukan BKD bekerjasama

T dengan Organisasi Tat Laksana seharusnya
berdasa,[kan pada analisis jabatan. Hal tersebut
telah dlattfr-dalam Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 20023 yang berarti pengadaan pegawai
negeri. sipil dllaksanakan atas dasar kebutuhan,
baik dalam arti jumlah dan mutu pegawai,dan
kompetensi' jabatan yang dlperlukan Analisis
jabatan sangat penting karena dengan
dilaktkannnya analisis jabatan makay akan
diperoleh calon pegawai negeri sipil yang
sesuai - dengan  bidang. keilmuan “.atau
pengetahuan yang akan diisi-lowongannya. |

w===2: Kendala- kendala yang terdapat. dalam prases
~www rekruitmen  vyaitu tahap .pengumu(f1an,
¥ pelamaran, penyaringan, pengangkatan, hafus

. | diupayakan agar tidak " mempunyai

permasalahan baru, se erti membuat sistem

e,kOmputerlsaS| yang mendukung dalam Jproses
pelaksanaan  rekruitmen  pegawai | guna

'." ‘;&Jenjanng pegawai- pegawai yang berkualitas.

L
|

LH 3. Keterbatasan Penelitian J

- .'

Selama melakukan penelitian tentang Péranan
Pemerintah, Daerah dalam Rekrutmenspegawai
(studi terhadap peranant Badan Kepegawaian
Daerah),, peneliti mengalami kendala dimana
menjadi® keterbatasan dalams penelitian ini.
Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini

adalah : -

S Kur:angnya’waktu penelltlan yang diberikan,

karena perlunya waktu yang cukup untuk
melakukan penelitian guna memperoleh data-

data yang mendukung proses penelitian
teersebut.
2. Kurangnya pengalaman  penulis  dalam

pengolahan data-data yang ada, karena penulis
termasuk dalam peneliti pemula oleh sebab itu
masih terdapatnya kesalahan-kesalahan dalam
pengolahan data yang ada.
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